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 Cities in Indonesia are currently being directed towards Smart City or 
Intelligent City to accelerate development. Bandung Regency is one of the 
regencies in Indonesia that has implemented a smart city program since 
2016. The implementation of the program is carried out top-down, where 
local governments are encouraged to initiate the Smart City Movement 
based on the Smart City Masterplan Preparation Guide by the Ministry of 
Communication and Information of the Republic of Indonesia in 2017. This 
study aims to understand the development of smart cities in Bandung 
Regency, using a qualitative approach with inductive coding. Based on the 
results of the analysis, it was found that most regional officials have the 
perception that smart cities can facilitate or help human activities in 
Bandung Regency. In addition, there are inhibiting factors and success 
factors for smart city implementation in Bandung Regency which turn out 
to have similarities with other developing countries. Priority strategic 
issues based on the intersection of inhibiting factors with success factors 
and expectations of regional officials in implementing smart cities are 
issues related to Human Resources (HR), facilities and infrastructure, and 
internet networks. 
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 Abstrak 
Kota-kota di Indonesia saat ini diarahkan untuk menuju Smart City atau 
Kota Cerdas untuk akselerasi pembangunan. Kabupaten Bandung 
merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan 
program smart city sejak tahun 2016. Penerapan program tersebut dilakukan 
secara top-down, dimana pemerintah daerah didorong untuk menginiasiasi 
Gerakan Smart City berdasarkan Panduan Penyusunan Masterplan Smart 
City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 
pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan 
smart city di Kabupaten Bandung, dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan pengkodean induktif. Berdasarkan hasil analisis 
ditemukan bahwa sebagian besar perangkat daerah memiliki persepsi bahwa 
smart city dapat mempermudah atau membantu aktivitas manusia yang ada 
di Kabupaten Bandung. Selain itu, terdapat faktor penghambat dan faktor 
keberhasilan penerapan smart city di Kabupaten Bandung yang ternyata 
memiliki persamaan dengan negara-negara berkembang yang lain. Isu 
strategis prioritas berdasarkan irisan faktor penghambat dengan faktor 
keberhasilan dan harapan perangkat daerah dalam penerapan smart city 
adalah isu terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta 
jaringan internet. 

 
PENDAHULUAN  

Kota-kota di Indonesia saat ini diarahkan untuk menuju Smart City atau Kota Cerdas 
untuk akselerasi pembangunan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah 
mengeluarkan panduan untuk menyusun Masterplan Smart City melalui gerakan 100 Smart 
City di Indonesia pada tahun 2017. Panduan tersebut berguna bagi pemerintah daerah untuk 
menyusun, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program dan road map Smart City 
dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Sejak tahun 2017-2018, terdapat 74 Kabupaten yang telah 
mendapat bimbingan teknis smart city dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Rizkinaswara, 2018). Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Gerakan 
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Menuju 100 Smart City adalah awal yang baik untuk mewujudkan mimpi bangsa ini menjadi 
digital nation (Zanda, 2019)  

Istilah Smart City kian populer di Indonesia khususnya pada lima tahun terakhir karena 
diyakini dapat menyelesaikan tuntutan komplesitas di perkotaan seperti masalah pertumbuhan 
penduduk, perubahan iklim, kemacetan, kemiskinan, kriminalitas, bencana alam dan 
sebagainya (Rizkinaswara, 2018). Bahkan kepopuleran ini melampaui dokumen perencanaan 
pembangunan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Indonesia, yang dimana istilah Smart City tidak 
disebutkan di dalam peraturan-peraturan tersebut. Menurut data statistik dari BPS (Badan Pusat 
Statistik) tahun 2021 menunjukkan populasi urban di Indonesia telah mencapai 56,7% dan akan 
meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Tren peningkatan populasi urban dari tahun ke tahun 
tentu akan seiring dengen peningkatan tantangan dan persoalan perkotaan, sehingga 
pembangunan berbasis smart city menjadi sebuah keniscayaan yang harus diadaptasi di kota 
dan kabupaten seluruh Indonesia (Kominfo, 2017).  

Banyak kota di Indonesia sudah menjalankan smart city, bahkan beberapa kota di 
Indonesia disebutkan oleh Djunaedi (2018) memiliki best practice  dalam penerapan smart city, 
di antaranya adalah DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Magelang, yang 
dimana masing-masing dari kota tersebut sudah meraih penghargaan terkait smart city. 
Sedangkan untuk kategori Kabupaten yang memiliki best practice adalah Kabupaten 
Banyuwangi, yang juga meraih penghargaan dari Kominfo pada dimensi smart economy 
(Humas Pemkab Banyuwangi, 2021).  

Pemerintah Kabupaten Bandung mengadopsi konsep smart city sejak mendapat 
bimbingan teknis smart city dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, 
dengan penamaan baru “Smart Village 1000 Kampung Sabilulungan”. Pada tahun 2021 
Pemerintah Kabupaten Bandung menerima penghargaan smart city untuk Dimensi Smart 
Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemerintah 
Kabupaten Bandung dinilai telah melakukan pencapaian penyusunan masterplan dan 
implementasi program smart city dalam aspek lingkungan. Pada tahun 2021, dalam rangka 
memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelaksanaan 
smart city, Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna., S.IP. M.Si, meresmikan terbentuknya 
Forum Smart City, sekaligus meraih anugerah penghargaan “Top Leader on Digital 
Implementation” (ItWorks.id, 2021). Namun demikian, penelitian terkait smart city di 
Kabupaten Bandung masih terbilang sangat sedikit. Penulis hanya menemukan satu jurnal yang 
ditulis oleh Nurfauzia dan Syaodih (2020), yang mengkaji implementasi program smart city 
pada dimensi smart government, smart living, dan smart environment di Kecamatan Soreang, 
Kabupaten Bandung. Selain dari jurnal tersebut, tidak ada lagi publikasi maupun informasi di 
internet yang terkait dengan penerapan smart city di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, 
menarik untuk dilakukan studi terkait dengan penerapan smart city di Kabupaten Bandung. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi smart city di berbagai daerah 
di Indonesia. Penelitian Fikri et al., (2018) mengidentifikasi tantangan dan best practice smart 
city di Indonesia, menemukan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dan kesiapan 
infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan. Penelitian (Anindra et al., 2018) mengkaji 
smart governance sebagai critical success factor di 15 kota di Indonesia, menunjukkan bahwa 
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tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama keberhasilan smart city. Penelitian (Tan & 
Taeihagh, 2020) melakukan systematic literature review tentang smart city governance di 
negara berkembang, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan kolaborasi pentahelix 
menjadi faktor penting namun sering terabaikan . Penelitian (Nurfauzia & Syaodih, 2020) 
mengkaji implementasi program smart city pada dimensi smart government, smart living, dan 
smart environment di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan satu-
satunya publikasi yang secara spesifik membahas smart city di Kabupaten Bandung, sehingga 
menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. 

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung dan juga telah 
dilakukannya penerapan program smart city disana, namun hanya sedikit sekali penelitian 
terkait smart city di Kabupaten Bandung, maka pertanyaan penelitian yang diangkat yaitu: 
“Bagaimana perkembangan penerapan program smart city di Kabupaten Bandung?” 
 
METODE PENELITIAN  
 

 
Gambar 1. Alur pelaksanaan penelitian 

(Hasil Analisis, 2022) 
 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka sasaran yang harus dijawab dalam 
penelitian ini adalah (1) Menganalisis persepsi smart city di kalangan perangkat daerah 
Kabupaten Bandung; (2) Menganalisis isu strategis (faktor keberhasilan dan faktor 
penghambat) penerapan smart city di Kabupaten Bandung. Untuk menjawab kedua sasaran 
tersebut Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengkodean induktif. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder (observasi, wawancara, telaah dokumen dan 
triangulasi). Narasumber yang dipilih penulis semuanya berasal dari perwakilan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan karena penerapan smart city 
di Kabupaten Bandung bersifat top-down, dimana pemerintah daerah didorong untuk 
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menginisiasi gerakan smart city, sesuai dengan Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 
2017 oleh Kominfo. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penulis mengidentifikasi kata kunci dari persepsi mengenai smart city yang dikemukakan 
oleh narasumber yang merupakan perwakilan perangkat daerah pelaksana smart city 
Kabupaten Bandung, kemudian kata-kata kunci tersebut divisualisasikan dalam bentuk 
wordcloud (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Wordcloud persepsi smart city di kalangan perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Bandung  (Hasil Analisis, 2022) 
 

Berdasarkan visualisasi data wordcloud, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana 
program smart city Kabupaten Bandung beranggapan bahwa smart city “mempermudah”. 
Konteks mempermudah disini beragam, dimulai dari mempermudah komunikasi, 
mempermudah mengakses infomasi, mempermudah koordinasi, mempermudah pekerjaan, 
hingga mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Sedangkan kata kunci 
lainnya yang banyak disebutkan adalah teknologi, integrasi, accessible, inovasi, cerdas, dan 
pelayanan publik.  Hal ini sesuai dengan kajian garis besar definisi smart city yang dilakukan 
peneliti sebelumnya, dimana faktor “manusia” menjadi hal yang dominan disebutkan dalam 
berbagai definisi smart city. 

Untuk mendapatkan isu strategis dari penerapan smart city Kabupaten Bandung, 
penulis mengumpulkan data mengenai permasalahan atau faktor penghambat (challenging 
factor) saat wawancara mendalam dengan para narasumber. Kemudian Penulis melakukan 
pengkodean dari hasil wawancara tersebut. Setelah dilakukan pengelompokkan dari hasil 
pengkodean, maka challenging factor dalam penerapan smart city di Kabupaten Bandung 
adalah : 
1. Jaringan Internet Kurang Memadai 

Faktor jaringan internet paling banyak disebut oleh para narasumber sebagai 
penghambat dalam penerapan smart city. Menurut para narasumber, kurang memadainya 
jaringan intenet dapat menghambat pelayanan publik dan masyarakat yang tinggal di remote 
area pun tidak dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan smart city. Setidaknya butuh 
modem tambahan untuk mendapatkan jaringan internet yang lebih stabil. 

2. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai 
Faktor penghambat terbesar berikutnya adalah terkait sarana dan prasarana yang 

kurang memadai. Ada yang mengaitkan faktor ini dengan anggaran, karena dengan 
anggaran terbatas maka sarana dan prasarana yang dipakai pun terbatas. Sarana dan 
prasarana yang kurang memadai juga dianggap menghambat kinerja pelayanan. 
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3. SDM Kurang Berkapasitas 
Faktor SDM termasuk banyak disebut sebagai penghambat dalam penerapan smart 

city. Hal ini disebabkan karena SDM yang tersedia dianggap kurang mumpuni dan butuh 
pembinaan (capacity building). Selain kualitas, ada juga narasumber yang mengatakan 
membutuhan SDM mumpuni yang jumlahnya cukup untuk ditempatkan di setiap 
desa/kecamatan. Pembinaan bagi SDM juga terkait dengan ketersediaan anggaran dan 
pergantian kepala desa. 

4. Anggaran Belum Mencukupi 
Faktor anggaran turut menghambat pelaksanaan program smart city di Kabupaten 

Bandung. Hambatan anggaran dinilai menurunkan semangat kerja perangkat daerah, 
menghambat pelaksanaan capacity buiding dan menyebabkan target yang ideal tidak 
tercapai. Ada narasumber yang berpendapat bahwa untuk anggaran tidak cukup jika hanya 
mengandalkan APBD saja. 

5. Pandemi Covid-19 
Beberapa narasumber mengutarakan bahwa pelaksanaan program terkait smart city 

Kabupaten Bandung ada yang terhambat, bahkan berhenti karena adanya Pandemi Covid-
19 

6. Pembuatan/Perbaikan Aplikasi Terpusat Oleh Diskominfo 
Kebijakan dimana menempatkan perangkat daerah pengelola TIK di Diskominfo  

dianggap menghambat bagi beberapa perangkat daerah. Kebijakan tersebut dianggap 
memperlambat proses perbaikan aplikasi atau penambahan fitur pada aplikasi menjadi lama 
karena prosesnya juga harus mengantri dengan dinas yang lain yang juga menunggu 
aplikasinya ditindaklanjuti oleh pihak Diskominfo 

7. Berbenturan Dengan Kebijakan Yang Di Atasnya 
Dalam pelaksanaan program smart city terkadang berbenturan dengan kebijakan yang 

lebih tinggi. Ketika benturan terjadi, perangkat daerah kebingungan harus mendahulukan 
program yang mana, karena programnya mirip. Di sisi lain, ada perangkat daerah yang 
menunggu pelaksanaan kebijakan serupa oleh pemerintahan yang lebih tinggi, agar nantinya 
dapat menyesuaikan dan tidak tumpang tindih. 

8. Pergantian Kepala Desa 
Beberapa perangkat daerah menyatakan bahwa pergantian kepala desa menyebabkan 

ketidakberlanjutannya program atau terganggunya pelaksanaan terkait smart city di desa. Di 
sisi lain, pergantian kepala desa juga menyebabkan pergantian perangkat desa, sehingga 
terjadi perubahan kapasitas SDM dan perubahan orientasi serta motivasi dari SDM itu 
sendiri 

9. Kurangnya Sosialisasi 
Keberjalanan suatu program smart city dapat terhambat kerena kurangnya sosialisasi 

di tengah masyarakat, sehingga mereka kurang familiar dalam menggunakannya 
10. Kondisi Geografis 

Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang luas dianggap menjadi penghambat 
dalam pelaksanaan program smart city karena jangkauan pelayanan masyarakat menjadi 
kurang maksimal. Selain itu, wilayah yang luas juga menyulitkan pelaksana di lapangan 
untuk bertugas. 
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11. Faktor Lainnya 
Faktor penghambat penerapan smart city di Kabupaten Bandung lainnya adalah 

kurangnya pemahaman teknologi di masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap program 
smart city, sistem yang belum berjalan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kesiapan 
penerima manfaat, digitalisasi data, fitur aplikasi, kurangnya komunikasi yang aktif antar 
RT/RW terhadap kebutuhan masyarakat, perbedaan persepsi antara RT/RW, gangguan 
sarana dan prasarana, ketidakberlanjutan penanggungjawab program, kurangnya Kolaborasi 
Pentahelix, rekap data yang tidak valid, kebijakan pimpinan kurang mendukung, masyarakat 
enggan beranjak dari zona nyaman, serta strategi pemasaran yang kurang 

Penulis juga mengumpulkan data mengenai faktor keberhasilan (success factor) saat 
wawancara mendalam dengan para narasumber. Kemudian Penulis melakukan pengkodean 
Bandung dari hasil wawancara tersebut. Setelah dilakukan pengelompokkan dari hasil 
pengkodean, maka success factor dalam penerapan smart city di Kabupaten Bandung adalah : 
1. Komitmen Perangkat Daerah 

Faktor keberhasilan dari penerapan smart city yang disebutkan beberapa perangkat 
daerah adalah komitmen perangkat daerah, yaitu dinas-dinas pelaksana program smart city. 
Komitmen perangkat daerah dari perencanaan hingga pelaksanaan dinilai akan membuat 
suatu program akan terus berjalan. Komitmen yang dibarengi koordinasi antar perangkat 
daerah juga  mendukung keberhasilan 

2. Komitmen Kepala Daerah 
Komitmen kepala daerah, baik di lingkup kabupaten maupun lingkup desa akan 

diyakini akan membuat keberhasilan berjalannya program smart city. Dengan semangat 
pembangunan, maka daerah yang dipimpin juga akan maju 

3. “Mempermudah” 
Kata “mempermudah” disini merujuk pada mempermudah masyarakat mendapatkan 

pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Selain itu, program smart city juga 
mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas yang terkait dengan kehidupan 
masyarakat itu sendiri. Faktor “mempermudah” masyarakat dinilai membuat suatu program 
smart city tetap berjalan karena dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

4. Faktor lainnya 
Faktor keberhasilan penerapan smart city di Kabupaten Bandung lainnya adalah 

digitalisasi, efektifitas, keberlanjutan, sinkronisasi, terintegrasi, jaringan internet, sarana dan 
prasarana, sumber daya manusia, trend, partisipasi RT/RW, partisipasi perangkat desa, serta 
partisipasi masyarakat 

Selain faktor penghambat (challenging factor) dan faktor keberhasilan (success factor) 
Penulis juga mengumpulkan data mengenai harapan para pelaksana program smart city saat 
wawancara mendalam. Kemudian Penulis melakukan pengkodean Bandung dari hasil 
wawancara tersebut. Setelah dilakukan  pengelompokkan dari hasil pengkodean, maka harapan 
perangkat daerah dalam penerapan smart city di Kabupaten Bandung adalah : 
1. Dukungan anggaran 

Dukungan anggaran dinilai dapat mendukung bagi pelaksanaan program smart city 
itu supaya bisa berkembang dan dapat terus berjalan. Selain itu, dengan adanya dukungan 
anggaran maka dapat mengembangkan program terkait smart city yang baru. 
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2. Dukungan peningkatan kapasitas SDM 
Beberapa perangkat daerah berharap adanya peningkatan SDM untuk mendukung 

pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, mereka juga berharap adanya penambahan 
SDM untuk menjangkau pelayanan di Kabupaten Bandung yang memiliki wilayah yang luas 

3. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana 
Perangkat daerah membutuhkan dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan program smart city Kabupaten Bandung, untuk menunjang pemakaian internet. 
Selain itu, diharapkan juga adanya keseimbangan kualitas sarana dan prasarana antara di 
dinas dan di desa. 

4. Dukungan penguatan jaringan internet 
Dukungan penguatan jaringan diharapkan oleh para pelaksana smart city agar bisa 

menjangkau pelayanan masyarakat yang lebih luas. Perangkat daerah juga berharap agar 
daerah yang blankspot segera mendapatkan akses internet. 

5. Mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat 
Dengan adanya program smart city, para perangkat daerah berharap dapat 

menyampaikan informasi bagi masyarakat secara mudah dan cepat. Selain itu, masyarakat 
juga dapat mengakses informasi dari tempat mereka masing-masing, tidak perlu datang ke 
dinas terkait. 

6.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Perangkat daerah berharap, pelaksanaan program smart city berdampak pada 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan 
7. Data yang terintegrasi 

Dengan adanya program smart city, perangkat daerah berharap data yang ada dapat 
terintegrasi dengan data yang dimiliki perangkat daerah yang lain, untuk dapat dimanfaatkan 
dalam pengambilan kebijakan 

8. Perbaikan aplikasi oleh Diskominfo 
Seperti yang sudah disebutkan juga di faktor penghambat, para perangkat daerah juga 

berharap agar aplikasi dari program mereka segera diperbaiki agar dapat segera dipakai untuk 
melayani masyarakat, sehingga masyarakat terbantu 

9. Terintegrasi di Command Center Kabupaten Bandung 
Kehadiran command center di Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengintegrasi 

semua penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung 
10. Harapan lainnya 

Harapan-harapan lain yang diungkap oleh para narasumber dalam pelaksanaan smart 
city adalah adalah mereka berharap agar pelayanan berjalan dengan baik, mempermudah 
pembaharuan informasi, rencana target di masterplan smart city benar-benar dijalankan, 
sinkronisasi program antar perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, adanya akses IT 
bagi masyarakat, smart city untuk semua kalangan, adanya pembuatan aplikasi baru, adanya 
dukungan pimpinan, dan adanya komitmen pimpinan 

Hasil sintesis dari pengkodean permasalahan/ faktor penghambat dalam pelaksanaan 
program smart city di Kabupaten Bandung dapat menjadi isu strategis dalam penerapan smart 
city Kabupaten Bandung. Namun penulis juga melihat irisan faktor penghambat dengan faktor 
keberhasilan dan harapan perangkat daerah dalam penerapan smart city. Berdasarkan irisan 
dari ketiga hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa isu strategis yang dapat diprioritaskan adalah 
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Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta jaringan internet. Penulis juga 
membuat mindmap dari ketiga isu strategis priortas tersebut, diringkas dari faktor penghambat, 
faktor keberhasilan, dan harapan pelaksana dalam penerapan smart city Kabupaten Bandung 
(Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Irisan faktor penghambat, faktor keberhasilan, dan harapan pelaksana 

dalam penerapan smart city Kabupaten Bandung (Hasil Analisis, 2022) 
 

Penulis membandingkan faktor penghambat penerapan smart city di Kabupaten Bandung 
dengan faktor penghambat penerapan smart city yang ada di negara-negara lain (Tabel 1). 
Jurnal pembanding yang dipakai adalah dari Huang et.al (2021), Tan&Taeihagh (2020), Siraki 
(2020), Fikri et.al (2018), Khan et.al (2019), Anindra et.al (2018), Novita&Supranoto (2018), 
dan Vu&Hartley (2018). Kalimat yang ditebalkan pada kolom kiri dan kanan merupakan 
persamaan faktor keberhasilan yang ada di Kabupaten Bandung dan wilayah lain (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Perbandingan faktor penghambat penerapan smart city Kabupaten Bandung yang 

sama dengan wilayah lain 
Kabupaten Bandung Wilayah Lain 

Jaringan internet kurang 
memadai 

Kurangnya kesiapan infrastruktur yang berhubungan dengan teknologi 
(Negara-negara berkembang, India, Ghana, China, Iran, Indonesia, Bekasi) 

Sarana dan prasarana kurang 
memadai  
SDM Kurang Berkapasitas Kurangnya SDM yang mumpuni (Negara-negara berkembang, Mesir, India, 

Iran, Pakistan, Bekasi) 
Anggaran belum mencukupi Permasalahan ekonomi pembangunan dan operasional/isu finansial (Negara-

negara berkembang, China, Iran, Indonesia, Pakistan, Vietnam) 
kurangnya pemahaman 
teknologi di masyarakat 

Kurangnya wawasan IPTEK di kalangan masyarakat (Negara-negara 
berkembang, India, Ghana) 

Penerimaan masyarakat Penerimaan masyarakat (Pakistan, Indonesia, Bekasi) 
Kurangnya Kolaborasi 
Pentahelix 

Kolaborasi stakeholder (Indonesia, Bekasi)    

Pandemi Covid-19 Kurangnya perencanaan dan tujuan 

Pembuatan/ Perbaikan aplikasi 
oleh Diskominfo 

Perencana kota lokal memiliki kesadaran yang lemah akan perlindungan 
lingkungan  

Berbenturan dengan kebijakan 
pemerintah yang di atasnya 

Homogenisasi konten konstruksi 

Pergantian Kepala Desa Integrasi data 



 

2720 

Kabupaten Bandung Wilayah Lain 
Kurangnya sosialisasi level pengembangan yang perlu ditingkatkan 

Kondisi geografis Dukungan industri dan penyedia teknologi 

 
Beberapa faktor penghambat penerapan smart city Kabupaten Bandung memiliki 

persamaan/umum terjadi juga wilayah lain, seperti jaringan internet dan sarana prasarana yang 
kurang memadai, SDM kurang berkapasitas, anggaran kurang mencukupi, kurangnya 
pemahaman teknologi di masyarakat, penerimaan masyarakat, kurangnya kolaborasi 
pentahelix, dan kebijakan pimpinan yang kurang mendukung. Faktor penghambat lainnya yang 
tidak ada persamaannya dengan wilayah lain adalah faktor penghambat yang khusus/unik 
terjadi di Kabupaten Bandung. 

Penulis mencoba membandingkan faktor keberhasilan penerapan smart city di 
Kabupaten Bandung dengan faktor keberhasilan penerapan smart city yang ada di negara-
negara lain (Tabel 2). Jurnal pembanding yang dipakai adalah dari  Huang et.al (2021),  
Kim&Kim (2021),  Tan&Taeihagh (2020), Indrayani&Gatiningsih (2019), Anindra et.al 
(2018), Vu&Hartley (2018) dan Sureshchandra, et.al (2016). Kalimat yang ditebalkan pada 
kolom kiri dan kanan merupakan persamaan faktor keberhasilan yang ada di Kabupaten 
Bandung dan wilayah lain 

 
Tabel 2. Perbandingan faktor keberhasilan penerapan smart city Kabupaten Bandung yang 

sama dengan wilayah lain 
Kabupaten Bandung Wilayah Lain 

Komitmen Perangkat Daerah Dukungan Kebijakan Pemerintah (China, India) 
Komitmen Kepala Daerah 
Digitalisasi Dukungan teknologi yang kuat (Negara-negara berkembang, Cina, India, 

Indonesia) Jaringan Internet  
Sarana dan Prasarana 
Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (negara-negara berkembang, India) 
Partisipasi masyarakat   Partisipasi masyarakat yang aktif (Indonesia, negara-negara berkembang) 
Mempermudah Good Governance (transparan, kualitas, akuntabilitas, tepat waktu) 
Efektifitas Solusi cerdas intensif (Intensive intelligent solutions) 
Keberlanjutan Smart governance sebagai manager teknologi dan partisipasi masyarakat 
Sinkronisasi Kapasitas finansial pemerintah 
Terintegrasi Regulasi lingkungan yang kuat 
Trend Stabilitas dalam pengembangan ekonomi 
Partisipasi RT/RW Knowledge transfer 
Partisipasi perangkat desa Partisipasi sektor privat 
Sudah ada dasarnya Ekosistem suportif untuk inovasi dan pembelajaran 

 
Beberapa faktor keberhasilan penerapan smart city Kabupaten Bandung memiliki 

persamaan/umum terjadi juga wilayah lain, seperti komitmen kepala daerah dan perangkat 
daerah, digitalisasi, jaringan internet, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan 
partisipasi masyarakat. Faktor keberhasilan lainnya yang tidak ada persamaannya dengan 
wilayah lain adalah faktor keberhasilan yang khusus/unik terjadi di Kabupaten Bandung. 
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KESIMPULAN 
Bagian kesimpulan ini untuk menjawab pertanyaan penelitian ini secara keseluruhan: 

Bagaimana perkembangan penerapan smart city di Kabupaten Bandung? Berdasarkan hasil 
analisis maka dapat dijawab sebagai berikut: Perangkat daerah sebagai pelaksana program 
smart city sebagian besar memiliki persepsi yang sama mengenai smart city, yaitu 
mempermudah atau membantu aktivitas manusia yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini 
sesuai dengan kajian garis besar definisi smart city yang dilakukan peneliti sebelumnya, 
dimana faktor “teknologi” dan “manusia” menjadi hal yang dominan disebutkan dalam 
berbagai definisi smart city, yang berarti fokus smart city di Kabupaten Bandung adalah 
manusianya, dan smart city menjadi tools dalam membantu manusia. Dalam 
perkembangannya, penerapan smart city di Kabupaten Bandung memiliki faktor penghambat 
(challenging factor) dan faktor keberhasilan (success factor). Berdasarkan hasil kuantifikasi, 
faktor penghambat yang mendominasi adalah jaringan internet kurang memadai, sarana dan 
prasarana kurang memadai, SDM kurang berkapasitas, anggaran belum mencukupi, pandemi 
Covid-19. Namun setelah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di negara-negara 
berkembang termasuk  India, China, Ghana, Iran, Indonesia, Kota Bekasi, faktor penghambat 
yang juga penting adalah kurangnya pemahaman teknologi di masyarakat, penerimaan 
masyarakat, dan kurangnya kolaborasi pentahelix. Terdapat faktor penghambat yang unik 
ditemukan dalam penerapan smart city Kabupaten Bandung dan tidak ditemukan di wilayah 
lain, yaitu pembuatan/perbaikan aplikasi yang terpusat di Diskominfo, pergantian kepala desa, 
kondisi geografis, kurangnya komunikasi yang aktif antar RT/RW terhadap kebutuhan 
masyarakat, perbedaan persepsi antara RT/RW, dll. Berdasarkan hasil kuantifikasi, faktor 
keberhasilan yang mendominasi adalah komitmen perangkat daerah, komitmen kepala daerah, 
dan “mempermudah” (membantu aktivitas masyarakat). Namun setelah dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya di negara-negara berkembang termasuk  India, China, Ghana, Iran, 
Indonesia, Kota Bekasi, faktor keberhasilan yang juga penting adalah digitalisasi, jaringan 
internet, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat. . Terdapat faktor 
keberhasilan yang unik ditemukan dalam penerapan smart city Kabupaten Bandung dan tidak 
ditemukan di wilayah lain, seperti partisipasi RT/RT, partisipasi perangkat desa, efektifitas, 
keberlanjutan, sinkronisasi, terintegrasi, dll. Isu strategis prioritas berdasarkan irisan faktor 
penghambat dengan faktor keberhasilan dan harapan perangkat daerah dalam penerapan smart 
city adalah isu terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta jaringan 
internet 

Bagian rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, baik sebagai 
masukan untuk revisi masterplan smart city yang saat ini sedang dilakukan,maupun sebagai 
masukan untuk penerapan program smart city ke arah yang lebih baik. Rekomendasi yang 
dapat diberikan penulis setelah melakukan studi adalah sebagai berikut: Perlunya evaluasi 
dimensi smart city yang diperlukan, yang sesuai dengan isu strategis Kabupaten Bandung 
beserta visi misi RPJMD Pemerintahan yang sedang berjalan. Perlunya penambahan landmark 
sebagai identitas atau ikon dari Kabupaten Bandung. Pembangunan landmark ini juga sebagai 
pemenuhan ruang publik di Kabupaten Bandung. Perlunya penambahan program pada dimensi 
smart branding dan smart environment. Penambahan program ini dapat berasal dari inovasi 
yang sudah ada dari perangkat daerah, namun dikurasi kembali, apakah membantu menjawab 
isu strategis Kabupaten Bandung dan visi misi RPJMD dari pemerintahan yang sedang berjalan 
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agar terintegrasi. Perlunya pengintegrasian program-program smart city, agar Masyarakat 
dapat menikmati pelayanan smart city secara mudah. Website smart city Kabupaten Bandung 
dapat menjadi gerbang bagi masyarakat untuk mengakses program-program tersebut. Selain 
itu, website juga dapat digunakan untuk penyampaian informasi kegiatan smart city Kabupaten 
Bandung. Diharapkan website tersebut ke depannya dapat dikelola sebaik mungkin (data 
terupdate terus dan cepat tanggap), serta disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten 
Bandung. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor keberhasilan penerapan smart city 
Kabupaten Bandung dari hasil coding dan kuantifikasi data kualitatif, maupun faktor-faktor 
yang perlu mendapat perhatian khusus karena pun terjadi di negara lain, dapat dijadikan isu 
strategis, sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan 
program smart city. Namun isu strategis prioritas saat ini adalah terkait SDM (Sumber Daya 
Manusia), sarana dan prasarana, serta jaringan internet. Ketiga hal tersebut membutuhkan 
penyelesaian, yang mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan konsep smart city, yaitu 
kolaborasi pentahelix (pihak akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media). Dalam 
pelaksanaan program smart city sebaiknya lebih banyak lagi melibatkan pemerintah desa, serta 
RT/RW, karena Kabupaten Bandung wilayahnya sebagian besar berupa perdesaan dan hal 
tersebut merupakan keunikan yang ada di Kabupaten Bandung yang tidak ada di wilayah lain. 
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